SALATIGA

[USAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : P€/-s /R V&

TENTANG

merupakan hal yang mutlak untuk diciptakan
terwujudnya kota Salatiga yang sehat, tertib,
sih, indah dan amanj

Kota HATTI BERIMAN secara lebih menyeluruh,

Daerah Tingkat II Salatiga;

ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga;

kok Pemerintahan di Daerah;
kan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan
pinsi Jawa Timur, Jawg Tengah dan Jawa Barat;
_ Umum kepada Daerah;

4, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun
Wilayah;

Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se
Tengah;

Aa. bahwa masalah kebersihan dan keindahan kota adalah

b. bahwa untuk melaksanakan program Salatiga sebagai-
dipandang perlu membentukanit Pelaksana Daerah
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pg

laksana paerah Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-PgQ
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembenty
3, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan Urusan Pemerintahan d4i Bildang Pekerjaan

1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tg
ngah Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi
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6. Peraturan Daerah Kotaimadya Daerah Tingkat II -
Jalatiga Nomor 7 Tahin 1986 tentang Susunan Or-
ganisasi dan Tata Ke:>ja Dinas Pekerjaan Umum Kg
tamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

MEMUTUOUSEAN

KRPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA K#RJA UNIT PELAKSANA DAERAHIKEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALA-
TIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Keputusan ini yang dimaksud dengan
likotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala a-

Iingkat II Salatiga;

rintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
alatigza;

nas Pekerjaan Umum (DPU) adalah Dinas Pelkerjaan Umum Kota-
ya Daerah Tingkat II Salatiga;

Pelaksana DaerzhKebersihan dan Pertamanan adalah Unit
1aksana‘gaerahKebersihan dean Fertamanan Kotamadya Daerah

BAB II
PEMBENTUKAN

-~

Pasal 2

n Keputusan ini dibentulk Unit Pelaksana Daerah Kebersihan

srtamanan.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal-5
;»Pelaksana Daerah Kebarsihan dan Pertamanan adalah Unit Pelak
Daerah Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung
~kepada Waliko tamadya Kepala Daerah,
Pasal 4

elaksana Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyal tugas-

aksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang

ersihan dan keindahan kota secara menyeluruh;
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sanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota~
a Kepala Daerah.

Pasal 5

@enyelengpgarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Kepu-
i.ﬁi Unit Pelakssna DNaerah Kebersihan dan Pertamanan mem-
fungsi :

nisan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan penm
gan terhadar urusan kebersihan, pertamanan , penerangan/
trik dan pem.kaman;

ngan yang berlaku;
rusan Tata Usaha Unit Felaksana DaerahKebersihan dan -

BAB TV
ORGANISASI
Bagian Pertana

sSusunan Urganisasi

Basal 6

gunan Organisasi Unit Pelulisana DgerahKebersiha.a dan ler-
anan terdiri dari

Kepala Unit Felaksana Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Kebersihan,

Seksi Fertamanan;

Seksi Penerangan/Listrik;

Seksi Pemakaman.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dan ma-
ng-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.

b Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh

eh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
ada Kepala Unit Pelakssna DuerzhKebersihan dan Pertamanan.
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Bagian KXedua
Kepala UPD

Pasal 7

Unit Pelaksana Daerah Kebersihan dan Pertamanan mempunyai
okok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Keputusan

Baglian Ketiga
Sub Bazian Tata Usaa
Pasal 8

glan Tata Usaha mempunyai tugas :

sanakan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan ser
Wrusan perlengkapan dan peralatan sesuai dengan kebi jaksa~-
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Dacrah
rsihan dan Fertamanan berdasarkan ketentuan peraturan -
ndang-undangan yang berlaku; '

akcanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit
sana Daerah Krbersihan dan Pertamanan.

Pasal 9

enyelengparakan tugas tersebut pada pasal 8 Keputusan ini,
an Tata Usaha mempunyai fungsi :

sana urusan sural menyurat, kearsipan, penyusunan sta -
k.dan'dokumentasi;

elola kepegawaian;

8lola keuangan;

ncana pengadaan barang/alat dan perlengkapan kantor;
v.sana inventarisasi dan pemeliliarann barang/alat dan per-
kapan kantor.

Pasggl 10

rusan Perlengkapan dan Peralatan;

san-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-
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Pasal 11

g

‘tangga dan urusan tata usaha yang meliputi surat menyu-
arsipan, penusunan statistil dan dokumentasi serta urus-

Rpegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaail, pengem—

fan karier dan kesejahteraan pegawai.

Fasal 12

n Kevangan mempunyal tugas pengelolaan keuangan yang meli-

4 Deerah, baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji
jai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 15

Perlengkapan dan Peralatan mempunyai tugas merencanakan
daan barang/alat dan Uorlen gkapan kantor, inventarisasi -

emellnaraan barang/alat dan perlengkapan kantor.

Bagian Keempat

Seksi Kebersihan
Pasal 14

Kebersihan mempunyal tugas
dan melaksanakan segala usaha pekerja=n dan kegi

Latan yang berhubungan dengan kebersihan dan keindahan kota,

gehingpa tervujud kota yang sehat, tertib, bersih, indah dan

e -

an secara menyeluruh diwilayah daerah yang mellguti ke

reihan lin; skungan, sarana pewbuanyzan air limbah dan penge-

laan sampah sesual dengan ketentuan peraturan perundang -

pdangan yang berlaku;
slaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit

plaksana Daerah.
Fasal 15

menvelengparakan tugas tersebut pada pasal 14 Keputusan -

Seksi Kebersihan mempunyai fungsi
kebersihan dan keindahan kota sehingga -

)
flelaksana program
tertib, bersih, indah Jdan

rvujud kota Salatiga yang sehat,
a3

Melaksana kebersihan kota yang meliputi peabersihan,
‘ngan, rengangkutan dan pemusna ahan segala bentul dan jenis
saluran pembuangan air limbah;

penam-

mpah termasuk kelancaran

vemberian penyuluhan dan pembina~n kepada warga masyarakat

tentang pelaksanaan kebersihan lingwrungan;
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unan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebersihan

jan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Daerah yang

 “mgan dengan tugas Seksi Kebersihan;

Pasal 16

fl Kebersihan terdiri dari
b Seksi Kebersihan dan Lingkungan;
:WfSeksi Pembuangan Sampah;

eksi Pemusnahan/Pengolahan Sampahe
{-Sub Sei.si sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ma

%Zsing dipimpin oleh seorang Keojala yang berada dibawah -
i

srtanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan.

Pasal 17
Kebersihan dan Lingkungan mempunyai tmgas
r, melaksanakan dan mengawasi kebersihan jalan dan 1ling

termasuk kebersihan/kelancaran saluran pembuangan air

nakan penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat
pelaksanaan kebersihan lingkungan.

- Pasal 18

&
h’,

1 gtelah ditentukan,

Pasal 19

emusnahan/Pengolahan Sampah mempunyal tugas mengatur,
kan dan menpawasi pemusnahan/pengolahan dan pengelolaan
sual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,.

Bagian Kelima
Pasal 20
Seksi Pertamanan

amanan mempunyail tugas :
naken segala usaha pekerjaar dan kegiatan yang berhubung

an pertamanan yang meliputi pembangunan taman, penghijau

pemeliharaan taman;
nakan tugas-tugas lain yang diberiken oleh Xepala Unit

;alhexah Kebersihan dan Pertamanan.
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Pasal 21

menyelenggarakan tuéas tersebut Pasal 20 Keputusan ini, Seksi

laksans pengadaan bibit penghijauan untuk taman, jalur hijau,

i

f@ pelindung dan tanaman hias baik untuk taman kota maupun pg

‘-.Qhan musyarakat;

ﬁsana pemeliharaan taman, Jjalur hijau dan lapangan oldh raga
rta sekitar bangunan milik Pemerintah Daerah;

sksana pemberian ijin dan pengaturan, penertiban serta penga
pelaksanaan pemasangan reklame, :

Pasal 22

&si Pertamanan terdiri dari :
nb Seksi Fi:mbangunan Taman;
Sub Seksi Fenghijauan g

ESub Seksi Pemeliharaan Taman .

% Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
}ing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

r'v:bertanggung jawab kepada Kepala Seksl Pertamanan.

Pasal 23

eksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan pemba
1 taman, jalur hijau termasuk bangunan disekitarnya.

Pasal 24

eksi Penghijauan mempunyal tugas melaksanalan pengadaan bibit
{javan untuk taman-taman, jelur hijau, pohon pelindung dan
fan hias bailk untuk taman kota maupun pelayanan masyarakat,

Pasal 25

ksl Yemeliharaan Taman mempunyal tugas melaksanakan pemeli

‘;;perbaikan dan pengawasan taman, Jjalur hijau, lapangan

iga, sekitar bangunan milik Pemerintah Daerah, pemeliharaan

g}baikan semua peralatan serta melaksanakan pemberian ijin -

;$3aturan, penertiban serta pengawasan pelaksanaan pemasangan
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Bagian Keenam

Pasal 26
: Sexsl Penerangan/Listrik
fknerangan/Listrik mempunyai tugas :
dkeanakan segala usaha pekerjaan yang berhubungan dengan penge
1§n (listrik) yang meliputi nengadaan, pemasangan dan pemeliha

3

?ksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pe
sana Daerah Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 27

jnyelenggarakan tugas tersebut Pasal 26 Keputusan ini, Seksi
ngan/Listrik mempunyai tugas :

rjksana pengadaan lampu-lampu dan perlengkapan instalasi lis
; ? lainnya yang dipergunakan untuk penerangan taman milik Pemg
“fah Daerah;

aksana pengawasan dan pemeliharaan segala peralatan dan  per
apan yang berhubungan dengan penerangan taman milik Pemerip

sana koordinasi dengan PLN dalam pelaksanaan tugas;
berikan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Daerah Ke
sihan dan Pertamanan.

Pasal 28

kei Penerangan/“istrik terdiri dari :
81, Sub Seksi Pengadaan;

&), Sub Seksi Pemasangan;

Sub Seksi Pemeliharaan,

b Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
g-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
bertangpung jawab kepada Kepala Seksi Penerangan/Listrik.

Pasal 29

 k;i Pengadaan mempunyail tugas melaksanakan pengadaan lampu
irlengkapan instalasi listrik lainnya yang dipergunakan untuk

ngan Jalan, taman, pengaturan lalu-lintas, rumah dinas, kan

santor, tempat-tempat rekreasi dan bangunan-bangunan lain mi
gerintah Daerah,
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Pasal 30 :

ksi Pemasangan mempunyai tugas melaksanakan pemasangan ins-
1istrik dan lampu-lampu untuk penerangan jalan, taman, pe-
lalu lintas, rumah dinas, kantor-kantor, tempat-tempat
aﬂ.dan bangunan-banzunan lain milik Pemeplnpah Daerah.

Pasal 51

ksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,
iharaan dan perbailkan tempat-tempat instalasi listrik, lam-
mpu untuk penerangan jafan, taman, pengatur lalu lintas,
dinas, kantor-kantor, tempat-tempat rekreasi dan bangunan-

inan lain milik Pemerintah Daerah serta melaksanakan pera-

peralatannya.

Bagian Yetujuh

Pasal 32
Seksi Pemakaman
Pemakaman mempunyai tugas :
elaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan
dengan regrlstsbl pemakaman, pelayanan pemakaman dan pemeli-
an makam sesuafyketentuan peraturan perundang-undangan
:g berlaku;
gelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala -
it Pelaks:ana haerah Kebersihan dan Pertamanan.

Pagdl 5%
yk menyelengsarakan tugas tersebut pasal 32 Keputusan ini,

gi Pemakaman mempunyal fungsi :

rangka jenazah, pemasangan batu nisan, mendirikan bangunan
atas makam serta tanah pam: jen sesual dengan ketentuan

raturan perundang-undangan. yang berlaku;

| bangunan diatas makam/tanah pamijen;
aksana pemeliharaan dan perbaikan makam;
i ﬁaksana pengawasan tempat/lokasi makam umum .,

berlkan pertimbangan kepada Kepala Unlt Pelaksana Daa?h

sksi Pemakaman terdiri dari :
Sub Seksi Registrasi
Sub Seksi Pelayanan
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sw Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
ms1ng—ma81ng dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di-
kWah dan bertanggung jawab kepaca Kepala Seksi Psmakaman.

Pasal 35
Seksi Registrasi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi
;pmbhatan peta makam umum, pembuatan surat ijin pemakaman
“ﬁh, pemindahan .:eranghka jenazah, pemasangan batu nisan

‘mmberikan rekomendasi atas permohonan ijin untuk mendirikan

’_an diatas makam serta tanah panijen sesuai dengan ketentu-

ratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

i&kbl olayqnan mempunyai tugas nelaksanakan pelayanan[pe—
!un, oemasangan batu nisan, pemasangan bangunan diatas makam,
berhubungan dengan pelayanan
~undangan

_:pamljen dan lain-lain yang
.aman sesual dengan ketentuan peraturan perundang

ber]aku. / dan pemberian petunjuk teknis

Pasal 37
Makam mempunyai tugas melaksanakan peme-

05 '
A%ksi Pemeliharaan
serta pengawasan tempat/lokasi ma-

gaan dan perbaikan makam
“umm1sosual densan ketentuan peraturan perundang-undangan

iberlahu.

BAB V
AT R R o

Pasal 38
fﬁ Unit Pelaksana Daerah dalam melaksanakun tugasnya sesuai
n kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
" berdesarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

il

Pasal 39 |
melassanakan tugasnya, Kepala Umit Pelaksana,Kepala Sub -

n Tata Usaha dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip

rinasi, intgrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan hori-
'l bai't da lam linglkungan Pemerin ah Daerah maupun denban

dengan tugas pokok masing-masing.

}n81 lain sesuai
0

Pasal LO : ‘
etiap Pimpinan Satuan Organiaasi dalam lingliungan Unit

elaksane Daerah Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab

emimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta
unjuk-petunjuk tusgas bawahannya;

¢tiap Pimpinan Satuan Or aniasasi wajib mengikuti dan me-
matuld ...
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'k;;petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
armasing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
;pPimpinan Satuan Organisasi wajib mengolah laporan yang
‘:ma sebagail bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta

gl petunjuk kepada bawahan.,

Pasal 41

ila Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan
}pada Kepala Unit Pelaksana Laerah dan gelanjutnya Ke
;@agian Tata Usaha menyusun lasoran berkala Kepala Unit
iDaerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah.,

Pasal 42

sinan Organisasi Unit Pelakssna Daerah Kebersihan dan -
ﬂﬁ sebageimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

ol
¥

sk terpisahkan dari Keputusan ini,

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
Jjabatan dan kepangkatan serte susunan kepegawaian  di
fﬁian sesual dengan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 44

‘nyao

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
; Pasal 45
&rlakunya Keputusan ini- maka :

TKebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam kebakg
;ﬁda Dinas Peker jaan Umum dinyatakan tidak lagi berada
Eah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan

:
Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran berada dan ber -

@ng Jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

lsan ini mulai berlaku %ada tanggal ditetapkan.
4 itetapkan di : Salatiga.
f; Pada tanggal y Q ﬂUA%Lifﬁ/
8 dalam |.embaran Daerah ‘ s e R o S B e

woh Tingkat I S latiga| :
%...Tanggz.ﬂ X .‘..‘i’g{'{{/_,’ﬁt />/\
\ el ._..wNomor_;/z;\L:_ ”,: ’A W
.tamadya /Daerah i ‘ S

e 9
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putusan ini disampaikan Kepzda Yth. :

mur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
Birc QOrtala Sekretariat Propinsi Daerah Tingkat I
Tengah di Semarang. '

PRD Kodya Dati II Salatiga.

ila ITWIL Kodya Dati I1 Salatiga.

laDPU Kodya Dati II Salatiga.

la Bagian Kepegawaian Sekretariat Kodya Dati II

‘iga.
'fa Bagian Keuangan Sekretariat Kodya Dati II

iga.
Bagian Hukum & Ortala Sekretariat Kodya Dati II

txga.
‘la Dinas/Kantor/Instansi/Baglan dillngkungan
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